BABV
PENUTUP
5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman
Barat dalam perspektif siyasah dusturiyah, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Subbab 4.1)

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di
Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka belum berjalan secara optimal,
masih banyak terdapat pelanggaran dalam bentuk kitak patuhan
masyarakat utuk memiliki SIM meskipun secara usia dan kesehatan
mental sudah diwajibkan utuk memiliki sim, berbagai penyebab yang
membuat masyarakat tidak memilki SIM, seperti kondisi sosial dan
ekonomi, jauhnya dari pengawasan yang intens oleh aparat.
Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif,
dan represif dengan tujuan utama menciptakan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata berorientasi
pada pemberian sanksi, tetapi juga pada edukasi dan pembinaan
masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap
rakyatnya.

2. Faktor Penghambat Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Subbab

4.2)

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor
penghambat dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kecamatan
Koto Balingka, yaitu:

a. Hambatan struktural, berupa Kketerbatasan jumlah personel
kepolisian, anggaran operasional, serta sarana dan prasarana lalu
lintas yang belum memadai.

b. Hambatan kultural, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat

dan budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas ringan.
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c. Hambatan geografis, berupa luas wilayah, kondisi jalan, serta jarak
antar nagari yang menyulitkan pengawasan optimal.

d. Hambatan sosial, berupa resistensi sebagian masyarakat terhadap
penindakan hukum.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, hambatan-hambatan
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya
ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh dukungan struktur
dan budaya hukum masyarakat. Hukum yang adil secara normatif
dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh
kesadaran dan partisipasi masyarakat.

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap UU No. 22 Tahun 2009 (Subbab
4.3)

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 telah memenuhi prinsip keadilan (al-‘adl) dan
kemaslahatan umum (al-maslahah ‘ammah), dan, ketertiban umum,
dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Namun, secara empiris, penerapan nilai-nilai tersebut belum
sepenuhnya optimal di tingkat lokal. Ketaatan masyarakat terhadap
aturan lalu lintas masih memerlukan penguatan, baik melalui
penegakan hukum yang konsisten maupun pendekatan moral,
keagamaan, dan Kkearifan lokal. Dalam siyasah dusturiyah, menaati
aturan lalu lintas merupakan bagian dari ketaatan kepada ulil amri
selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan
tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

5.2Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada Aparat Kepolisian

Disarankan agar kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas,

terus meningkatkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan

transparan, serta memperkuat kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum
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lalu lintas kepada masyarakat agar kesadaran hukum dapat tumbuh
secara berkelanjutan.
Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan
struktural, terutama dalam penyediaan dan perbaikan sarana
prasarana lalu lintas seperti rambu, marka jalan, dan penerangan,
serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dalam
mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh adat, ninik mamak, dan ulama diharapkan dapat
berperan aktif dalam menanamkan kesadaran berlalu lintas melalui
pendekatan kultural dan keagamaan, sehingga kepatuhan terhadap
aturan lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum,
tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius.
. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab
sosial dan ketaatan kepada pemerintah yang sah, demi terciptanya
keselamatan dan ketertiban bersama.
. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada
ruang lingkup wilayah dan informan. Oleh karena itu, peneliti
selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi UU No. 22
Tahun 2009 dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk
perbandingan antar daerah atau menggunakan metode kuantitatif

untuk melengkapi temuan kualitatif.
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